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ABSTRAK

Gustio Gulanda : Analisis Pertumbuhan dan Kemandirian

Keuangan Daerah Kota Solok Setelah Berlakunya
Akuntansi Berbasis Akrual Periode 2016-2018

Pembimbing : Dian Fitria Handayani, SE, M.Sc

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan kemandirian
keuangan daerah pada Kota Solok setelah berlakunya akuntansi berbasis akrual
periode 2016-2018 terdapat permasalahan yaitu: 1) Penerimaan pendapatan transfer
atau dana perimbangan yang masih tinggi, 2) Kurangnya usaha pemerintah daerah
dalam mengelola dan menggali sumber pendapatan yang ada, 3) Pendapatan Asli
Daerah tidak tergarap secara maksimal. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif
kuantitatif yang menggunakan data sekunder yaitu laporan realisasi angggaran kota
solok periode 2016-2018 yang diperoleh dari website Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
Kinerja Keuangan Daerah Kota Solok ditinjau dari: 1) Rasio Pertumbuhan keuangan
daerah Kota Solok dari tahun 2016-2018 yang memiliki rata- rata pertumbuhan
Pendapatan Asli Daerah 3,9% dan Pertumbuhan Total Pendapatan 2,74%. 2) Rasio
Kemandirian Keuangan Daerah Kota Solok dari tahun 2016-2018 memiliki rata-rata

7,87% dengan kriteria penilaian Rendah

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan, Rasio Kemandirian.



KATA PENGANTAR
7 | ) — )s'L 1
(J‘J’?‘f«”} 2

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT atas segala

berkah, rahmat, hidayah, serta pertolongan yang diberikan-Nya kepada penulis
sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan judul: “Analisis Pertumbuhan
dan Kemandirian Keuangan Daerah Kota Solok Setelah Berlakunya Akuntansi
Berbasis Akrual Tahun 2016- 2018.” tepat pada waktunya, serta shalawat dan
salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan akhlakulkarimah

bagi seluruh muslim di seluruh penjuru dunia.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis sudah banyak mendapatkan bantuan,
bimbingan serta dukungan dalam bentuk apapun dari berbagai pihak. Untuk itu pada

kesempatan ini penulis dengan senang hati mengucapkan terimakasih kepada:

1 Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran disetiap
kesulitan yang penulis hadapi.

2. Teristimewa kepada kedua Orang tua, Benhur Luba dan Ibunda Rita serta
kakak penulis, Winda Abeta Putri yang telah memberikan kesungguhan do’a,
bantuan moril maupun materil kepada penulis untuk menyelesaikan tugas
akhir ini.

3. Ibu Dian Fitria Handayani SE, M.Sc. selaku Pembimbing Tugas Akhir yang



telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan-
masukan serta arahan yang bermanfaat bagi penulis sehingga penulis dapat
menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan waktu yang telah ditentukan.

4. Bapak Dr. Idris M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Padang

5. Bapak Halkadri Fitra SE,MM,Ak,CA selaku Ketua Program Studi Diploma I11
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yang telah
memberikan motivasi dan dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan
Tugas Akhir.

6. Bapak dan Ibu dosen, staf pengajar dan karyawan program studi DIl FE UNP
yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama
perkuliahan.

7. Sahabat-sahabat penulis yaitu Aisya Gayatri, Atifa Cindy, Cici Vadila,
Fhammela Liberty Hanna, dan Gina Rahmawati yang telah banyak
memberikan dukungan, motivasi dan saran yang berguna bagi penulis.

8 Dan semua teman-teman seperjuangan khususnya D3 Akuntansi 2017 yang
telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis.

Semoga segala bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan
menjadi kebaikan dan diridhoi oleh Allah SWT. Penulis telah menyelesaikan tugas
akhir ini dengan seluruh kemampuan, namun penulis menyadari bahwa tugas akhir

ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan



saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Penulis
berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian dari

semua pihak penulis ucapkan terimakasih.

Padang, 2020

Gustio Gulanda



DAFTAR ISl

ABSTRAK bbb bbbt b bttt benre s i
KATA PENGANTAR ...ttt sbe e ii
DAFTAR IST .ot bbbttt b e bt e b b v
DAFTAR TABEL ...ttt ne e vii
DAFTAR LAMPIRAN. ..ottt st sttt e viii
BAB 1 PENDAHULUAN ....ooiiii ettt st nneas 1
ALLAtar BelaKang ........cccoviveiiii et e 1
B.|RUMUSAN MaSalah ..........ccooiiiiiic e 10

C. TUjuan Penelitian .........ccoiiiiiiiece et 11
D.[Manfaat PENEIITIAN .........coeiiiiieieic e 11

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA ...t 13
A.|OTONOMI DAEIAN ...t 13
1.|Keuangan DaeraN...........coiiiieiiiii e 16

2.[Ruang Lingkup Keuangan Daerah..........c.ccoceveiiiiiiininincneeeeee 17
3.|Pengelolaan Keuangan Daerah ...........cccovveveieeieie e 19

4.|Laporan Keuangan Daerah ...........ccccoecveiiiie et 22

C.|Analisis Kinerja Keuangan Daerah .............ccooveieniieiciniinise e 28
D.[Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah ...........c.ccccooeveieiicie i, 32
1.|Standar Akuntansi Pemerintahan.............ccooooereiiiiiniiiineeeeeeee 32

2. BaSIS AKUNTANST ......coviiiiiiciiieic e 33

BAB II1 PENDEKATAN PENELITIAN ...t 36
AL BENTUK PENEIITIAN .....oveiiiiiieee e 36
B.|Lokasi dan Waktu Penelitian.............cccouiiiiiiiiiices e 37
1.|LoKaSi PENEIITIAN ........cooviviiiieiccees s 37

2.[WaKtu PeNITIAN. .......ccoiviiieiccee e 37
C.|Rancangan Penelitian ...........covoiiiiiieinis e 37

1.|1JeNiS PENEIITIAN ... 37




2.[Tahapan Penelitian...........ccooeiveiiiniiine e 38

3.|ObjeK PENEILIAN.......coiiiiie e 39

4.|Sumber Data Penelitian ..o 39

5. Teknik ANaliSiS DA .....cceevvveveeiiieeieiesee e sreeee s 40

BAB IV PEMBAHASAN ..ottt sttt st na e s 42
A.[Gambaran Umum INSEANSI........ccveviiiiieiiiieie e 42
1.[Sejarah Singkat Badan Pemeriksa Keuangan Sumatera Barat ................. 42

P22 I 0T = L PSPPSRI 43

3.[Sejarah Singkat Kota SOIOK ..........cccviiiiiiieieicc e 46

VST AAN MISI..viieieieic et 50

B.[Temuan dan Pembahasan ... 51
1.[Analisis Pertumbuhan...........ccoooviiee i 51

2.[Analisis KemMandirian .........cccooeieiniiiinine e 54

BAB YV PENUTUP ..ottt sttt 58
ALKESIMPUIAN. ... 58

BL[SAIAN ... 59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Vi




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Total Pendapatan Kota Solok Tahun Anggaran 2016-2018....................... 8
Tabel 2.0 Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Daerah ..........c.cccoceoeieiiiinnennnn. 30
Tabel 4.1 Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun
2016-2018.....eeeieeiie e 51
Tabel 4.2 Tingkat Kemandirian Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun

2016-2018......cceeieeieee s 54

Vii



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Kota Solok Tahun 2016

Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Kota Solok Tahun 2017

Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Kota Solok Tahun 2018

viii



BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perkembangan dunia saat ini menuntut pelaksanaan Good Corporate
Govermance (GCG) bukan hanya untuk perusahaan namun juga untuk
pemerintahan. Praktik pelaporan laporan keuangan yang transparan mengacu
pada standar akuntansi yang dapat diperbandingkan secara internasional. Oleh
karena itu perlu dipertimbangkan dengan tepat mengenai standar akuntansi yang

digunakan (Hidayah,2019).

Menurut Bastian (2010:138) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyususn dan menyajikan
laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan
yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan

keuangan pemerintah Indonesia.

Menurut Sinaga (2010:8), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan
pedoman untuk menyatukan presepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor.
Pemerintah pusat juga pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan
sesuai dengan SAP. Pengguna laporan keuangan termasuk legislatifakan
menggunakan SAP untuk memahami inform asi yang disajikan dalam laporan
keuangan dan eksternal auditor (BPK) akan menggunakannya sebagai kriteria

dalam pelaksanaan audit.



Untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang demokratis dan dengan
diselenggarakan secara baik, bersih, transparan, partisipatif serta akuntanbilitas
sehingga memiliki kredibilitas, mendorong pemerintah untuk mengeluarkan
Peraturan Pemerintah (PP) 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yaitu mengakui pendapatan, beban, asset,
kewajiban dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis akrual dan mengakui
pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran
berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Kerangka konseptual
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 berlaku bagi
pelaporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Akuntansi berbasis akrual
adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya
diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya
transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau

dibayarkan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan instrument dan tata tertib yang
mengatur mengenai mekanisme dan standar pengelolaan keuangan serta
pelaporan keuangan pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut menjadi acuan
bagi pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang memberikan
informasi yang relevan mengenai posisi keuangan serta transaksi selama satu

periode tahun anggaran.



Penyajian laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan sumber
daya ekonomi untuk pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan, melihat
kondisi keuangan pemerintah daerah, melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan program, serta memastikan ketaatan penyajian serta

kesesuaian penyajian laporan menurut kaidah peraturan perundang-undangan.

Maka dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan merupakan
prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dan dijadikan pedoman dalam
menyusun dan menyajika laporan keuangan pemerintah dalam upaya

meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan vyang luas dalam
menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi yang ditetapkan Peraturan
Pemerintah. Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas,
pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan yang
luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan
dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan
berkesinambungan. Kewajiban ini bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah
mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber

daya manusia dan potensi sumber daya keuangannya secara optimal.



Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
daerah, otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah merupakan peluang
sekaligus tantangan. Peluang disini bagi pemerintah daerah yang memiliki potensi
sumber daya alam yang memadai untuk mengelola sendiri potensi tersebut,
sedangkan bagi pemerintah daerah yang mempunyai sumber daya alam yang

kurang memadai justru merupakan tantangan.

Sejatinya suatu daerah harus mampu membiayai seluruh keperluan daerahnya
namun setiap daerah memiliki keterbatasan sumber daya yang berbeda-beda.
Adanya keterbatasan ini menyebabkan perbedaan kemakmuran antar setiap
daerah, untuk itu campur tangan pemerintah pusat dibutuhkan dalam bentuk
kucuran dana perimbangan meskipun porsi masing-masing daerah berbeda-beda.
Besarnya kucuran dana dari pemerintah pusat tergantung dari besarnya
pendapatan asli daerah yang direalisasikan oleh pemerintah daerah atau

berdasarkan kebutuhan dan kapasitas daerah misalnya dana alokasi umum.

Kemandirian keuangan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang diperolehnya dalam memenuhi seluruh kebutuhan belanja
pemerintah, baik belanja operasional maupun belanja modal, semakin banyak
kebutuhan yang dapat dipenuhi maka semakin tinggi tingkat kemandirian
daerahnya, demikian juga sebaliknya semakin sedikit belanja yang dapat dipenuhi
dengan pendapatan asli daerah, maka semakin rendah tingkat kemandirian suatu

daerah. Suatu daerah dapat dikatakan mandiri, apabila daerah tersebut tidak lagi



bergantung pada dana bantuan dari pemerintah pusat, untuk itu suatu daerah harus
mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenubhi
kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui

Pendapatan Asli Daaerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak
daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam suatu tahun
anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan Asli
Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Karena itu, kemampuan
suatu daerah menggali pendapatan asli daerah akan mempengaruhi perkembangan
dan pembangunan daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah dapat diukur
berdasarkan jumlah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain, Pendapatan Asli Daerah yang sah.
Semakin besar konstribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan

pemerintah pusat.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak
langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai
pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan sosial
masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan

roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib



menyampaikan laporann pertangggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai
apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dangan baik atau tidak.
Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola

keuangan daerahnya adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan.

Analisis laporan keuangan merupakan cara yang dilakukan untuk mengetahui
kinerja keuangan pemerintah daerah secara lebih rinci (Mahmudi, 2016:89).
Mahmudi (2016:13) mengungkapkan bahwa tidak semua orang bisa membaca
laporan keuangan, untuk itu perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan
dengan menerjemahkan informasi laporan keuangan. Analisis laporan keuangan
dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan,
bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan dan bagaimana
mengevaluasi laporan keuangan serta mengetahui kinerja keuangan. Analisis
laporan keuangan memerluka teknik tertentu, teknik analisis laporan keuangan
berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diantaranya yang dapat

digunakan yaitu, analisis pertumbuhan pendapatan dan analisis rasio kemandirian.

Analisis Pertumbuhan adalah analisis yang mengukur seberapa besar
kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan
keberhasilannya yang telah dicapai dari suatu periode ke periode berikutnya.
Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah
dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja

anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau



negatif (Mahmudi,2010). Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan
pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya

yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya.

Rasio Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah
daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan. Kemandirian daerah
ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan
dengan pendapatan dari luar atau eksternal. Rasio kemandirian menggambarkan
ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan
tingkat partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian daerahnya.
Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin partisipasi masyarakat dalam
membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama
pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi

daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin
tinggi.

Keberhasilan suatu daerah tercermin dari pendapatan asli daerah yang
meningkat setiap tahunnya dan pertumbuhan ekonomi pada setiap sektor yang
membaik, sehingga kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari berapa besar
kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah akan menunjukkan semakin kecil

ketergantungan daerah terhadap pusat. Pendapatan Asli Daerah tidak hanya

berasal dari sumber pendapatan dan bantuan tetapi juga dari potensi daerah itu



sendiri. Berikut pendapatan daerah Kota Solok dari tahun 2016 sampai dengan

tahun 2018:

Tabel 1.1

Total Pendapatan Kota Solok Tahun Anggaran 2016-2018

Tahun Total Pendapatan PAD Pendapatan
Daerah Transfer
2016 573.544.451.667,98 42.117.207.737,98 529.889.403.310,00
2017 597.241.847.253,12 | 41.852.774.058,12 542.153.975.616
2018 565.850.388.710,40 | 40.742.809.270,40 513.726.694.440

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan Rl Sumatera Barat

Dari tabel diatas dapat dilihat perkembangan total pendapatan daerah,
pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer pada Kota Solok dalam tiga tahun
yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yang mengalami perubahan
setiap tahunnya. Namun perubahan tersebut belum menggambarkan bagaimana
rasio kemandirian dan pertumbuhan Kota Solok dari tahun 2016 sampai dengan
tahun 2018, apakah rasio kemandirian dan pertumbuhan mengalami peningkatan
atau penurunan dan bagaimana kemampuan keuangan daerahnya berdasarkan
rasio kemandirian dan pertumbuhan, apakah masuk kategori rendah sekali,
rendah, sedang atau tinggi. Oleh karena itu penulis merasa perlu dilakukan
analisis kemandirian dan pertumbuhan keuangan daerah Kota Solok pada tahun
2016-2018. Pengukuran kinerja keuangan daerah menggunakan rasio kemandirian
dan pertumbuhan penting sekali dilakukan untuk menilai kemandirian keuangan
daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan serta untuk melihat kemampuan

suatu daerah dalam mempertahankan kinerjanya.



Kota Solok merupakan salah satu kota di provinsi Sumatera Barat, Indonesia.
Pertanian adalah salah satu potensi ekonomi utama, kota Solok yang dapat
menggerakkan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat. Peran
pertanian dalam perekonomian daerah tergambar dari konstribusi terhadap Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain pertanian, sampai saat ini di Kota
Solok terdapat lingkungan pasar yang masih aktif beroperasi. Aktivitas pasar
dapat memberikan kontribusi besar bagi PAD Kota Solok berupa retribusi. Agar
penerimaan retribusi pasar optimal, maka pemerintah daerah perlu memanfaatkan

potensi yang ada di pasar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2016 bahwa dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota
Solok khususnya retribusi jasa usaha yang merupakan salah satu sumber
pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Kota Solok melakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Kota Solok
Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha dengan menambahkan objek
retribusi tempat rekreasi dan olahraga serta retribusi pemakaian kekayaan daerah
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan

kemandirian daerah

Pada tahun anggaran 2015 Pemerintah Kota Solok menetapkan akuntansi

berbasis akrual untuk pertama kalinya sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah
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Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP
adalah peraturan pemerintah yang fundamental yang mengusung amanat
penerapan akuntansi berbasis akrual selambat-lambatnya untuk pelaporan

keuangan pemerintah tahun 2015.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian tertarik untuk
melakukan penelitian dengan menganalisis tingkat pertumbuhan dan kemandirian
keuangan daerah Kota Solok setelah menerapkan akuntansi berbasis akrual. Oleh
karena itu peniliti mengambil judul “Analisis Pertumbuhan dan Kemandirian
Keuangan Daerah Kota Solok Setelah Berlakunya Akuntansi Berbasis Akrual

Periode 2016-2018”

. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat

didefinisikan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja  Pemerintah Kota Solok berdasarkan pertumbuhan
keuangan daerahnya pada periode 2016-2018 setelah berlakunya akuntansi
berbasis akrual ?

2. Bagaimana kinerja Pemerintah Kota Solok berdasarkan kemandirian
keuangan daerahnya pada periode 2016-2018 setelah berlakunya akuntansi

berbasis akrual?
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C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ada, maka tujuan penelitian adalah

sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Solok pada
periode 2016-2018 setelah berlakunya akuntansi berbasis akrual.
2. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan keuangan daerah Kota Solok pada

periode 2016-2018 setelah berlakunya akuntansi berbasis akrual.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai bahan informasi

maupun bahan pertimbangan berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi penulis
Untuk menemukan bukti empiris tentang kemandirian keuangan pemerintah
daerah yang diteliti, serta untuk membandingkan teori yang didapat dari studi
kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya

2. Bagi Pemerintah Daerah
Sebagai tambahan referensi dalam menganalisis kemandirian dan
pertumbuhan keuangan pemerintah daerah, sehingga diharapkan masing-
masing pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli

daerah dan sebagai alternatif masukan untuk meningkatkan pengelolaan
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keuangan pemerintah daerah secara ekonomis, efisien dan efektif demi
tercapainya keberhasilan otonomi daerah.

. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan yang berguna dalam menambah pengetahuan dan referensi

bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dimasa yang akan datang.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka
dapat disimpulkan bahwa:

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2016-
2018 berdasarkan perhitungan pertumbuhan pendapatan pengelolaan
keuangan daerah dikategorikan kurang baik, karena terjadi penurunan
pendapatan selama tahun anggaran, artinya Kinerja keuangan pemerintah
daerah kota Solok masih belum bisa mempertahankan ataupun meningkatkan
kinerja keuangan daerahnya.

2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2016-
2018 berdasarkan tingkat kemandiriannya masih tergolong rendah sekali dan
dalam kategori pola hubungan instruktif karena masih berkisar antara 0%-

25%.

58
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B. Saran
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini dapat
dikemukakan beberapa saran berkenaan dengan pertumbuhan pendapatan dan
kemandirian keuangan daerah Kota Solok sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Solok diharapkan agar dapat memaksimalkan perolehan
PAD melaui penggalian sumber-sumber baru penerimaan daerah kendati
jumlah bantuan dana dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat
masih cukup besar.

2. Pemerintah Kota Solok mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki
melalui salah satunya peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk
membayar pajak dan retribusi dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan perluasan tempat dan waktu
penelitian, serta dengan menggunakan alat pengukuran/rasio lainnya sebagai

alat analisis kinerja keuangan pemerintah daerah.
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